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BAB PEMBAHARUAN

HUKUM UMKM
DI INDONESIA

A. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia

Pembangunan Nasional berdasarkan Konstitusi
Negara Indonesia telah jelas disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 33 tentang demokrasi
ekonomi. Dimana, salah satu dari tujuan demokrasi
ekonomi ialah ekonomi kerakyatan yang dikembangkan
menjadi pilar mandiri dan handal.! Berdasarkan Pasal 33
ayat (1) UUD 1945 tersebut juga bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan,
bukan kesejah-teraan orang-seorang atau kelompok dan
golongan tertentu.

Karena itu perekonomian nasional harus disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk
mewujudkan kesejah-teraan rakyat tersebut, dilakukan
melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah
meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.2 Usaha

1 Reni Ratna Anggreini, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil
Menegah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di
Indonesia, E-Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.

2 Laurensius Arliman S, UMKM Legal Protecton from Economic
Exploitaton to Improve Social Welfare, Jurnal Rechts Vinding 6 (3) 2017, 1
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BAB
(OMNIBUSLAW) DAN

SISTEM PERMODALAN
UMKM

A. Pengaturan Permodalan UMKM Dalam UndangUndang
Cipta Kerja
Pada dasarnya Omnibus Law adalah sebuah
sebutan. Pengertian omnibus law adalah model undang-
undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan.
Dikutip dari buku Omnibus Law: Teori dan Penerapannya
oleh Rio Christiawan, dalam tata urutan perundangan,
omnibus law adalah undang-undang, sebagaimana telah
dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. UU Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari
omnibus law. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja
melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan
berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan
proyek strategis nasional. Omnibus Law menjadi rujukan
dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun
peraturan di bawah undang-undamg, seperti misalnya
peraturan pemerintah (PP). Tujuan dibuatnya UU Cipta
Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-
luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, di seluruh
wilayah NKRI.
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A.

58

PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP
IZIN USAHA UMKM

Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat, yang
salah satu ayatnya, yaitu ayat (2), menyatakan bahwa
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa pada pasal 34 tersebut,
penggambaran tentang aspek kesejahteraan sosial
masyarakat dalam menindaklanjuti amanat dari UUD
1945 tersebut, terutama dalam upaya memberdayakan
masyarakat yang lemah.

Sebagai contoh pemberdayaan masyarakat yang
lemah adalah dengan memberdayakan kelompok
masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan
mnengah. Pemerintah melakukan pengaturan tentang
perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008,
lebih kepada pengaturan tentang fungsi dan hak dari
UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Peranan
UMKM dalam perekonomian memang besar. Dalam
berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMKM benar-



BAB

A.

86

PENGAMANAN HUKUM
TERHADAP MEREK
PRODUK UMKM

Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Merek merupakaan wujud kekayaan intelektual
dengan peranan penting bagikelancaran perdagangan
barang dan jasa. Merek merupkan identitas atau tanda
penjelas suatu binsis yang juga berkaitan dengan
jaminan kualitas produk dan terhindarnya dari
persaiangan bebas. Merk juga dapat dikatakan sebagai
aset ekonomi pemiliknya dalam konteks perseorangan
maupun suatu perusahaan yang menghasilkan
keuntungan dengan memperhatian aspek bisnis dengan
proses manajemen yang baik.

Maka terhadap suatu merek diperlukan adanya
perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk
Pembajakan merk serta pengambilan keuntungan secara
sengaja tanpa izin pemiliknya. Kewajiban untuk memilki
undang-undang atau pembahasan hukum mengenai
hak kepemilikan hak kekayaan intelektual adalah suatu
kewajiban yang perlu dilakukan setelah indonesia
meratifikasi persetujuan TRIPs yang juga bagian dari
persetujuam  pembentukan organisasi perdagangan
dunia. Sehingga dibuatlah undan-undang mengenai
perlindungan merkyaitu No. 15 tahun 2001. Atas hak merk
agar tidak disalah gunakan oleh orang lain.



BAB

A.

110

UMKM DAN PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI

Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di
Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM
menurut undang-undang adalah suatu kelompok usaha
yang dijalankan oleh orang atau suatu badan usaha
tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
berdasar pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008.
UMKM ini merupakan salah satu peranan penting dan
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta
fungsi dari UMKM tersebut, seperti dalam penyediaan
lapangan  kerja  sehingga  mengurangi  angka
pengangguran. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2008,
UMKM terdiri dari 3 jenis yaitu Usaha mikro, kecil dan
menengah dan yang membedakan dari ketiga jenis
tersebut ialah dari hasil penjualan pertahunnya yang
memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang tersebut.

Peranan penting UMKM memiliki beberapa
manfaat dan keunggulan dalam bidang usahanya, seperti
Usaha mikro dan kecil yang mana memiliki keunggulan
dibidang usahanya yaitu pemanfaatan sumberdaya alam
contohnya dibeberapa sektor penghasil sumberdaya alam
utamanya di sektor pertanian, peternakan, restaurant dan
perdagangan. Sedangkan keunggulan pada usaha



BAB

UMKM DAN NOMOR
INDUK BERUSAHA (NIB)

A. Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas
Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah
bahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan
(empowerment) berasal dari kata dasar power yang berarti
kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau
memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin dan
yunani, yang Dberarti didalamnya, karena itu
pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia,
suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai
upaya pendayagunaan pemanfaatan yang sebaik baiknya
dengan hasil yang memuaskan
Menurut Dubois dan Miley yang dikutip oleh
Gunawan Sumodiningrat dalam buku menuju ekonomi
berdikari mengemukakan bahwa dasar-dasar
pemberdayaan meliputi:»
1. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien
dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat
mutual benefit.

93 Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2015). Menuju
Ekonomi Berdikari Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-
OVOC. Yogyakarta: Media Pressindo.
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BAB
PENTINGNYA DIGITAL

MARKETING BAGI
UMKM

A. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM

Perkembangan teknologi khususnya dunia digital
dan internet membuat peluang bagi para pelaku bisnis
UMKM untuk bisa memasarkan barang/jasa yang dijual.
salah satu strategi pemasaran yang cocok dengan kondisi
perekonomian saat ini adalah digital marketing. Platform
yang sering digunakan untuk kegiatan digital marketing
adalah media sosial seperti facebook. Instagram,
whatsapp, twitter dan sebagainya yang memiliki
karakteristik tertentu yang memiliki peluang bagi para
pelaku bisnis untuk bisa memasarkan atau menawarkan
produk barang/jasa.

Keberadaan UMKM diharapkan mampu memacu
perekonomian di saat kondisi pandemi covid 19. Selain itu,
peran penting UMKM yakni mampu menciptakan
lapangan pekerjaan untuk mendukung pendapatan
ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan penjelasan di
atas, para pelaku UMKM diharapkan bisa memanfaatkan
teknologi yang berkembang saat ini guna memasarkan
produk barang/jasa yang dijualnya. Seperti hal nya media
sosial yang merupakan suatu sarana digital marketing
yang biayanya murah dan tidak memerlukan keahlian
khusus dalam menggunakannya.
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BAB SENGKETA BISNIS

PELAKU UMKM
DI INDONESIA

A. Penyelesaian Sengketa UMKM secara Non Litigasi

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menegaskan komitmen
Indonesia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi
nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara  menyeluruh. Landasan tersebut
menekankan asas kekeluargaan dalam penyusunan
perekonomian nasional. Salah satu langkah penting dalam
mencapai tujuan ini adalah melalui peningkatan daya
saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang
dianggap sebagai cikal bakal kewirausahaan yang
berproses.

UMKM  memainkan  peran vital dalam
perekonomian Indonesia, menjadi sumber lapangan
pekerjaan, kontributor pendapatan, dan agen perubahan
di tingkat lokal. Meskipun memiliki potensi besar, UMKM
sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap perubahan
dalam proses pembangunan ekonomi. Proses ini
melibatkan pembentukan dan perubahan kebijakan,
regulasi, serta kelembagaan, beserta mekanisme
implementasinya, = yang  perlu = mengakomodasi
perkembangan dinamis perekonomian Indonesia.!’3

113 Jaya, W. K. (2021). Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi.
UGM PRESS.
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